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Segala puja dan puji, hanya kepada Allah swt., wajib dipersembahkan.
Berbarengan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjugan Nabi
Muhammad saw., sebagai rasul terakhir, dan sebagai uswatun hasanah bagi umat
manusia, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang setia. Kalaulah
bukan karena rahmat dan hidayah Allah, taufik dan ma unah-Nya tidaklah
mungkin buku yang berjudul Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial
(Aktualisasi Pemikiran lIbnul Qayyim al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum
Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama) ini dapat terselesaikan penyusunannya,

meskipun telah disertai ketekunan dan kerja keras dalam penyusunannya.

Diakui sepenuhnya, dalam melakukan penulisan buku ini, diperlukan
suatu kemampuan dalam menuangkan ide-ide dan konsep pemikiran secara
sistimatis dan ilmiah, sehingga tidak menutup kemungkinan masih banyak
kekurangan di dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu dengan segenap
kerendahan hati, saya memohon kritikan dan saran-saran yang sifatnya konstruktif
guna kesempurnaan buku ini, karena dalam penulisannya, banyak menemukan
hambatan.

Melalui buku ini, dipersembahkan ucapan terima kasih dan penghargaan
yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan
material maupun in material tanpa terkecuali yang telah banyak membantu dan
memberi inspirasi penting sampai selesaianya penulisan buku ini.

Semoga Allah swt. mencurahkan yang terbaik kepada mereka, dan kami
senantiasa mendoakan mereka agar senantiasa mendapat naungan rahmat dan
hidayah-Nya. Akhirnya kepada Allah swt., kupersembahkan puja-puji dan syukur



yang tidak terhingga, dan semoga buku ini dapat memberi manfaat dan barakah
kepada penulis dan kepada segenap pembacanya.
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HUKUM ISLAM DAN TEORI PERUBAHAN SOSIAL

A. Hukum Islam dan Perubahan Hukum

Sejarah sosial kehidupan manusia selalu mengalami gerak dinamis yang
berbeda dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perubahan sosial akan selalu
mengisi setiap perjalanan kehidupan manusia dan akan menjadi proses dari
kehidupan itu sendiri.! Kehidupan manusia terus mengalami perubahan yang
diakibatkan oleh perubahan pola hubungan sosial yang mengalami
perkembangan sebagai wujud dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial
yang selalu bersoasialisasi.

Perubahan sosial menurut Farley dalam Pidtr Sztompka adalah
“perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada
waktu tertentu.”? Gillin dan Gillin dalam Abdul Syani mengemukakan bahwa
perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang
telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis,
kebudayaan materil, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya
difusi maupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.® Secara singkat

Samuel Koenig mengungkapkan bahwa perubahan sosial menunjuk pada

'Elly M. Setiadi & Usman Kolip, Pengantar Sosiologi; Pemahaman Fakta dan Gejala
Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya, (Cet. Il; Jakarta: Kencana, 2011), h. 613.

2piotr Sztompka, The Sosiology of Social Change, terj. Aliman, Sosiologi Perubahan Sosial
(Cet. VII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 5.

3Abdul Syani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.163.
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modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia karena
sebab-sebab intern maupun sebab-sebab ekstern.*

Perubahan-perubahan masyarakat bisa berkaitan dengan: nilai-nilai
sosial, norma-norma sosial, pola-pola prilaku organisasi, susunan lembaga
kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang,
interaksi sosial dan lain sebagainya.® Talcott Parsons, seperti diuraikan oleh
Stjipto Rahardjo dalam Ahmad Ali mengemukakan bahwa penemuan di bidang
teknologi merupakan penggerak perubahan sosial.® Teori tentang penemuan-
penemuan di bidang teknologi dikemukakan oleh William F. Ogburn dalam

Soerjono Soekanto bahwa:

“Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi merupakan faktor utama
yang menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial, karena
penemuan-penemuan tersebut mempunyai daya berkembang yang kuat.
Organisasi ekonomi merupakan faktor kedua, karena manusia pertama-
tama bermotivasi pada keuntungan ekonomis yang dimungkinkan adanya
perubahan-perubahan di bidang teknologi. Hukum hanya merupakan
refleksi dari dasar-dasar teknologi dan ekonomi masyarakat”.’

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat sebagaimana
yang dikemukakan di atas, dapat diketahui dengan cara membandingkan
keadaan masyarakat pada waktu tertentu dengan keadaan di masa lampau.

Melakukan studi perubahan sosial, dan melihat adanya perbedaan atau

4Samuel Koenig, Mand and Society, the Basic Teaching of Sociology (New York: Barners &
Noble Inc, 1957), h. 279.

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru (Cet. XXXXI; Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2007), h. 259.

6Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum (Cet. II;
Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 180.

"Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Edisi. | (Cet. XX; Jakarta: Rajawali Pers,
2011), h. 109.



perubahan kondisi obyek yang menjadi perhatian studi, dan kemudian dilihat
dari konteks waktu yang berbeda.

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi
dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa
bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial serta ekonomi telah
membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan hukum.
Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari urusan
dunia, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut
kedudukan hukum dalam kehidupan. Untuk mengawal hukum Islam tetap
dinamis, responsif dan memiliki adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan
perubahan sosial yang terjadi, dengan cara menghidupkan dan menggairahkan
semangat berijtihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini, ijtihad merupakan
inner dynamic bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita universalitas
Islam sebagai sistem ajaran yang s}a>lih}un li kulli al-zama>n wa al-maka>n.

Efektif atau tidaknya aturan hukum sangat bergantung pada mampu atau
tidaknya aturan hukum itu menyusuaikan diri dengan perubahan
masyarakatnya. Ketika hukum tidak mampu lagi menyusuaikan diri dengan
perubahan yang telah terjadi di dalam masyarakat, maka akan berlaku pameo
hukum: het recht hink achter de feiten aan (hukum senantiasa terseok-seok
mengikuti peristiwa yang seyogianya diaturnya). Huntintong Cairos,
sebagaimana dikutip Ahmad Ali telah mengemukakan bahwa:

“Tidak mungkin untuk mengetahui bagaimana hukum beroperasi tanpa
mengetahui secara luas faktor-faktor yang menyebabkan perubahan-



perubahan dalam masyarakat dan faktor-faktor yang menguasai
perkembangannya”.®

Ungkapan Huntintong Cairos di atas menunjukkan betapa pentingnya
untuk mengkaji bagaimana keterkaitan antara perubahan hukum dan perubahan
masyarakat. William F. Ogburn sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto
mengatakan bahwa “hukum tertinggal, apabila hukum tersebut tidak dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu.”
Tertinggalnya kaidah-kaidah hukum dapat mengakibatkan terjadinya suatu
disorganisasi, yaitu suatu keadaan di mana kaidah-kaidah lama telah pudar,
sedangkan kaidah-kaidah baru sebagai penggantinya belum disusun atau
dibentuk. Keadaan tersebut selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya anomie,
yaitu suatu keadaan yang kacau, oleh karena tidak adanya pegangan bagi para
warga masyarakat untuk mengukur kegiatan-kegiatannya.’Dengan demikian,
kaidah-kaidah hukum seyogianya selalu sejalan dan selaras dengan
perkembangan zaman dalam mengantisipasi perubahan-perubahan sosial yang
terjadi di masyarakat.

Pemikiran bidang hukum Islam dalam konteks historis, memperlihatkan
kekuatan yang dinamis dan kreatif dalam mengantisipasi setiap perubahan dan
persoalan-persoalan baru. Hubungan antara hukum Islam dan perubahan sosial
telah teraktualisasi dalam realitas sejarah perkembangan hukum Islam sejak
masa konsepsi sampai perkembangan terakhir pada zaman modern sekarang
ini. Masa konsepsi pada zaman Nabi Muhammad, perubahan hukum dikenal

dengan istilah nasakh (penghapusan hukum dengan teks yang baru dengan

8Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, h. 199.
Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, h. 115-116.

4



adanya jeda waktu). Misalnya, pada awal kemunculan Islam, keislaman orang-
orang belum kuat, maka kebiasaan ziarah kubur dilarang oleh Islam untuk
menghindari kemungkinan terjadinya syirik kepada Allah. Akan tetapi, pada
perkembangan berikutnya, ketika keislaman masyarakat telah dinilai kuat,
maka kebiasaan ziarah kubur itu diperbolehkan sebab kemungkinan tidak akan
terjadi lagi syirik kepada Allah. Ini tergambar dalam hadis Nabi Muhammad
saw.
g ade @ B & 0L 06 06l fe 3uni o8 A e b
n(plies 3150 )b s 5 sl 555 de plig
Artinya:

“Dari ‘Abdullah bin Buraedah dari bapaknya berkata: Rasulullah saw.
bersabda saya dulu melarang kamu berziarah kubur, maka sekarang
berziarah kuburlah kalian”.

Pasca era Nabi, selanjutnya adalah era sahabat yang juga memiliki
otoritas untuk menetapkan hukum yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis.
Selain itu para sahabat berijtihad dengan memperhatikan perkembangan
sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, keputusan
Khalifah ‘Umar bin Khat}t}a>b (w. 23 H) tentang harta rampasan perang
(ganimah), Kkhususnya harta yang tidak bergerak. Setelah ‘Umar
memperoleh informasi tentang keberhasilan tentara Islam membebaskan

Syam, Irak, dan negeri Khusru (Persia) maka ‘Umar merasa perlu membuat

©1ma>m Muslim, Saki>h} Muslim, dalam Bab Isti ’zan al-Nabi> saw. Rabbahu ‘an Ziya>rati
al- Qabri. Juz. 5, [{CD. ROOM, Maktabah Syamilah}}], h. 107.
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kebijakan kontroversial demi menjaga stabilitas moneter negara yang ketika
itu sedang mengalami krisis.

Berkenaan dengan harta yang bergerak, ‘Umar sepenuhnya
melaksanakan ketentuan yang telah digariskan QS al-Anfal/8: 41 dan
dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw. ‘Umar mengambil seperlima untuk
negara dan membagikan empat perlimanya kepada masing- masing tentara.
Akan tetapi, berkenaan dengan tanah pertanian, ‘Umar berpendapat lain.
Menurut ‘Umar, tanah itu harus dikuasai oleh negara dan tidak dibagikan
kepada para tentara dengan cara membiarkan berada di tangan pemilik asalnya
tetapi dengan mengenakan pajak (kharaj). Pemasukan pajak dianggarkan untuk
kepentingan rakyat secara umum, setelah dipotong gaji tentara yang bertugas di
pos-pos pertahanan di negeri-negeri yang dibebaskan tersebut.*

Khalifah ‘Umar bin Khat}t}a>b, dalam kasus lain tidak menghukum
tindak pidana pencurian yang dilakukan pada masa krisis ekonomi'?sebab
penjatuhan hukuman itu pada masa krisis ekonomi tidak akan dapat
merealisasikan tujuan hukum yang akan dicapai, sebab motif untuk melakukan
pencurian itu lebih kuat pengaruhnya dibanding hukumannya. Realitas itu
merupakan representasi dari pemikiran Khalifah ‘Umar bin Khat}t}a>b
yang rasional dan meskipun dinilai kontroversial dalam menetapkan hukum.
Hal tersebut menunjukkan bahwa ‘Umar sangat memperhatikan kondisi

sosiologis masyarakat. Pandangan Umar tentang hukum dapat berubah

"Nurcholish Madjid, Islam; Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Yayasan Wakaf
Paramadina, 1995), h. 392.

PRuwai‘i> al-Ruhaili, Figh ‘Umar lbn al-Khat}t{a>b (Bairu>t: Dar al-Garb al-
Islami, 1983), h.290.



apabila kondisi sosial berubah. Karakteristik pemikiran yang demikian juga
diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain, misalnya ‘Abdullah bin Mas‘ud,
Zaid bin Sabit, dan sahabat lainnya.’* Hal yang sama dilakukan oleh
khalifah ketiga Usman bin Affa>n dan khalifah keempat ‘Ali bin Abu>
T}a>lib dalam menetapkan prinsip barang temuan.**

Periode berikutnya, muncul tokoh-tokoh mazhab masing-masing
memiliki formulasi kerangka berpikir dan metodologi sesuai dengan
perkembangan sosial budaya masyarakat setempat. Seperti Imam Abu>
Hani>fah (80 H-150) terkenal dengan istizsan-nya, Imam Ma>lik (93 H-179 H)
dengan magslakah mursalah-nya, dan Imam Sya>fi‘i> (150-204 H) dengan
Kiyasnya. Semua metode ini selalu mempertimbangkan kemaslahatan
masyarakat, bahwa apabila kemaslahatan itu mengalami perubahan, maka
konsekuensi hukumnya pun akan mengalami perubahan pula. Selain itu, Imam
Sya>fi‘i> juga terkenal dengan qaul al-gadi>m dan gaul al-jadi>d-nya,*® yaitu
perubahan fatwanya setelah bermigrasi dari Irak ke Mesir sebab perbedaan
kondisi sosiologis yang ditemukan pada kedua negara itu.

Setelah periode imam maz|hab berakhir, berikutnya para ulama yang
menformulasikan teori-teori hukum, seperti Najmuddi>n al-Tafi> al-Hanbali>

(675-716 H)¥*dengan teori maslakah yang menyatakan bahwa apabila

BMuh{ammad ‘Ali al-Sa>yis, Tarikh al-Figh al-Islami (Al- Qahirah: Maktabah
Muh{ammad ‘Ali Subaih wa auladih,t.th), h.45.

14Lihat Al-Ima>m Yu>suf al-Qard{a>wi>, Al-Siya>sah al-Syar ‘iyyah fi> D}aui Nus}u>s} al-
Syari> ‘ati wa Maga>sjiduha>, (Cet. IV; al-Qa>hirah: Maktabah Wahbah, 2011), h. 235-236.

15Jaih Mubarak, Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Qaul al-Qadi>m dan Qaul al-Jadi>d
(Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 162.

BLihat Imam al-Tafi>, Risalah Fi> Ri‘ayah al-Maslakah, ditahkik oleh Ah{mad ‘Abd
Rahi>m al-Sa>yih (Cet. I; al- Qahirah: Dar al-Mis{riyah waLubna>niyah, 1993), h. 24.
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maslakah berkontradiksi dengan teks atau ijmak, maka yang harus
diperioritaskan adalah magslakah atas dasar takhsi>s dan bayan. Selain itu,
Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H) dengan teorinya monumental teori
perubahan sosial yakni“tidak dapat dipungkiri terjadinya perubahan hukum
sebab perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat.”'’Abu lIshaq al-
Sya>tibi> (730-790 H) dengan teori maqgasid al-syari ‘ah,'® juga memosisikan
maslakah sebagai tujuan hukum Islam yang harus menjadi fokus seorang
mujtahid dalam menetapkan hukum Islam.

Para pemikir hukum Islam muncul di Indonesia yang merepresentasikan
pemikir-pemikir personal, di antaranya adalah Hasbi al-Shiddiqi dengan tema
fikih Indonesia,'® Hazairin dengan fikih mazhab nasional, Munawir Syadzali
dengan reaktualisasi ajaran Islam,?° K. H. Ali Yafi dan Sahal Mahfudz dengan
fikih sosial.?* Beberapa tema fikih bercorak lokal yang diangkat oleh para
tokoh tersebut, menunjukkan bahwa mereka ingin mendesain hukum Islam
selalu bersinergi dengan perkembangan kondisi sosiologis masyarakat yang
dinamis, sehingga hukum Islam dapat dihayati sebagai hukum yang Raizmatan
li al-‘4>lami>n dan dapat menjawab tantangan perubahan dinamika sosial

masyarakat.

Lihat Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘Tlam al-Muwagqqi‘i>n an Rabbi al-‘Alami>n, Juz. 3
(Cet. I; al- Qahirah: Dar al- Hadi>$, 1993), h. 5.

18 ihatAbu> Ishag Ibra>hi>m bin Misa al-Sya>tibi>, al-Muwa>fagat fi> usu>li al-
Syari> ‘ah ditahkik oleh fadilah Syaikh Abdullah Da>raz, Juz. 2 (Bairu>t: Dar al-kutub al-‘Tlmiyah, t.
th.), h. 7-30.

BLihat Nourozzaman Shiddigi, Figh Indonesia Penggagas dan Gagasannya (Cet.l;
Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1997), h. 171-211.

20 jhat Munawir Sjadzali, Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. DR. H. Munawir
Sjadzali, MA. (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1995), h. 87-102.

2 ihat K.H. Ali Yafie, Menggagas Figih Sosial (Bandung: Mizan, 2000), h.161.Lihat
juga Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial (Cet. VI; Yogyakarta: LkiS, 2007), h. XXXV.
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Berkaitan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama sebagai salah satu
pelaksana kekuasaan kehakiman di negara Indonesia selalu mengikuti dinamika
kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan kreativitas hakim sebagai penerap
dan penggali hukum. Secara epistimologi, hakim adalah penemu hukum
terapan (materi) dalam aneka ragam kasus yang kemudian menjadi

yurisprudensi.??

Mengacu pada kenyataan di atas, maka peranan hakim sangat strategis,
sebab bukan saja menggali dari pengalaman empiris, tetapi juga sebagai
pembaru citra lembaga peradilan dan hukum di Indonesia. Hakim tidak hanya
melakukan pekerjaan rutin merintis perkara, akan tetapi senantiasa melakukan
refleksi dan abstraksi empiris terus menerus yang dapat melahirkan ijtihad
inovatif dalam pembangunan hukum. Para hakim Peradilan Agama dituntut
untuk lebih aktif dan kreatif menemukan hukum dalam membuat putusan.
Penemuan hukum itu bukan saja dapat menciptakan keadilan, tapi juga
melahirkan pembaruan hukum Islam.

Bagir Manan dalam Herman Syah mengemukakan bahwa penemuan
hukum dalam hukm Islam terbuka lebar melalui jalan ijitihad. Penemuan
hukum telah dilakukan ratusan abad lalu oleh khalifah ‘Umar bin Khat}t}a>b.
Penemuan hukum banyak dilakukan para hakim di negara-negara yang
menganut sistem common law. Meski demikian, di Indonesia yang menganut
sistem civil law, para hakim tetap dapat melakukan penemuan hukum. Para
hakim Peradilan Agama, di satu sisi terikat pada sistem civil law, di sisi lain

mengimplementasikan Islamic law, perlu melakukan penemuan hukum apabila

22| ihat Chainur Arrasyid, Dasar-Dasar llmu Hukum (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.
74.



peraturan perundang-undangan kurang jelas, terjadi pertentangan hukum atau
ada kekosongan hukum. Oleh karena itu, hakim Peradilan Agama tidak hanya
sekedar menjadi corong undang-undang, akan tetapi mempunyai hak dan
kewajiban untuk melakukan penemuan hukum, penciptaan hukum, agar
putusan yang diambil sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. 23
Hukum yang baik menurut Radbruch, sebagaimana dikutip Widodo Dwi
Putro yaitu ketika hukum tersebut memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan
keadilan. Sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (Rechtsidee), namun
masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan
yang lainnya, sehingga Kketiganya mempunyai potensi untuk saling
bertentangan.?*Bentham dalam Syarif Mappiasse berpendapat bahwa ada
beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan-tujuan itu digabungkan,
ketika muncul kontradiksi di antara tujuan-tujuan itu perlu ditemukan cara
untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan.?® Bismar Siregar dalam
Darji Darmodiharjo menegaskan bahwa bila untuk menegakkan keadilan lalu
kepastian hukum harus dikorbankan, maka itu yang dilakukan karena hukum

itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan.?®

BHerman Syah, “Hakim Peradilan Agama Perlu Memperbarui Hukum Islam di
Indonesia”, http://www.pa-klaten.go.id/index.php/112-hakim-peradilan-agama-perlu-
memperbarui-hukum-islam-di-indonesia. (9 April 2016).

%Widodo Dwi Putro, Kritik terhadap Pradigma Postivisme Hukum (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2011), h. 246-247.

Gyarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim (Cet, Il; Jakarta:
Prenadamedia Group, 2017), h. 4.

%Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2008), h. 156.
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Berdasarkan pemaparan di atas maka tujuan hukum itu terbagi tiga
yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Oleh karena itu di dalam
pertimbangan hukum setiap putusan hakim, hakim selalu berorientasi pada ke
tiga tujuan hukum tersebut yang selalu ingin diwujudkan secara integratif di
dalam pertimbangan hukum putusan hakim, vyaitu: keadilan dalam
hubungannya dengan norma hukum positif (kepastian hukum), keadilan dalam
hubungannya dengan norma sosial (kemanfaatan), dan keadilan dalam
hubungannya dengan norma moral (filosofis). Karena hal tersebut telah
diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan
kehakiman.

Justice Oliver Wendell Holmes sebagaimana dikutip Ahmad Ali dalam

L.B. Curzon, mengingatkan bahwa:

“Hukum tidak dapat ditemukan hanya dengan melakukan penyelidikan
terhadap aturan-aturan hukum. Pemusatan perhatian hanya pada aturan-
aturan tersebut justeru akan membahayakan profesi hukum, karena

pemusatan seperti itu akan mengarah kepada pengabaian terhadap konteks

yang lebih luas yang telah memberikan makna sosial bagi hukum”.?’

Pengaruh pandangan positivis melahirkan aliran legisme, di mana hakim
hanya dipandang sekedar sebagai “terompet undang-undang”, atau sebagai
“bouche de la loi” saja. Sejalan dengan ini, Montesquieu mengemukakan

sebagaimana dikutip Ahmad Ali dalam Paul Scholten, bahwa:

“Hakim-hakim rakyat tidak lain hanya corong yang mengucapkan teks
undang-undang. Jika teks itu tidak berjiwa dan tidak manusiawi, para

2’Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang
Hukum, Edisi I(Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.194.
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hakim tidak boleh mengubahnya, baik tentang kekuatannya maupun
tentang keketatannya”.?

Inti pandangan legisme ini adalah bahwa hakim tidak boleh berbuat
selain dari menerapkan undang-undang secara tegas. Oleh penganut legisme,
undang-undang dianggap sudah lengkap dan jelas dalam mengatur segala
persoalan yang ada di zamannya.

Aliran realisme hukum yang diprakarsai oleh Karl Llewellyn (1893-
1962), Jerome Frank (1889-1957), dan Justice Oliver Wendel Holmes (1841-
1935) terkenal dengan konsep yang redikal tentang proses peradilan, seperti

dikutip Soerjono Soekanto dengan menyatakan bahwa:

“Hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum, akan tetapi membentuk
hukum. Seorang hakim harus selalu memilih, dia yang menentukan
perinsip-perinsip mana yang dipakai dan pihak-pihak mana yang akan
menang. Keputusan-keputusan hakim seringkali mendahului penggunaan
perinsip-perinsip hukum yang formal. Keputusan pengadilan dan doktrin
hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan atau
hasil-hasil proses hukum. Suatu keputusan pengadilan biasanya dibuat
atas dasar konsepsi-konsepsi hakim yang bersangkutan tentang keadilan
dan dirasionalisasikan di dalam suatu pendapat tertulis”.?®

Hal serupa dikemukan oleh Soepomo dalam Soerjono Soekanto, bahwa
perihal fungsi seorang hakim berwenang dan bahkan wajib untuk menelaah
apakah suatu peraturan hukum adat yang telah ada mengenai soal yang
dihadapi masih selaras atau tidak dengan kenyataan sosial sehubungan dengan
perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Hakim tidak boleh
mengadili semata-mata menurut perasaan keadilan pribadi, akan tetapi terikat

pada nilai-nilai yang secara nyata berlaku dalam masyarakat. Masyarakat

ZBAhmad Ali dan Wiwie Heryani, Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan
(Cet. I1; Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014), h. 40-41.

29S0erjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, h. 44-45,
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selalu bergerak, dan rasa keadilan pun berubah-ubah, sehingga pada suatu
waktu hakim dapat memberikan keputusan yang menyimpang dari keputusan-
keputusan yang diambil pada waktu yang lampau mengenai hal-hal yang
serupa, oleh sebab itu, kenyataan sosial di dalam masyarakat berubah, sehingga
keadaan yang baru tersebut menghendaki penetapan-penetapan baru. *

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa beberapa sistem hukum yang
berlaku di antaranya adalah sistem Eropa Kontinental yang ciri khasnya
memberlakukakan perundang-undangan di mana hakim hanya dipandang
sekedar sebagai corong yang mengucapkan teks undang-undang. Hakim tidak
boleh berbuat selain dari menerapkan undang-undang secara tegas, undang-
undang dianggap sudah lengkap dan jelas dalam mengatur segala persoalan
yang ada di zamannya. Di sisi lain adalah common law system yang bercirikan
hubungan antara peraturan-peraturan hukum dengan perubahan-perubahan
sosial yang terjadi dalam masyarakat. Keputusan pengadilan dan doktrin
hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan atau hasil-
hasil proses hukum. Suatu keputusan pengadilan biasanya dibuat atas dasar
konsepsi-konsepsi  hakim yang bersangkutan tentang keadilan dan
dirasionalisasikan di dalam suatu pendapat tertulis (Yurisprudensi).

Mahfud MD dalam Tjandra Sridjaya menyatakan bahwa negara hukum
di Indonesia dikonsepkan secara tegas sebagai negara hukum yang prismatis,
menggabungkan segi-segi positif antara rechtstaat dengan kepastian
hukumnya dan the rule of law dengan rasa keadilannya secara integratif.

Pengertian demikian dipertegas dalam UUD 1945 Pasal 1 (1), Pasal 24 ayat

30Sperjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, h. 45.
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(1), dan Pasal 28 huruf D dan huruf H. 3! Hal senada dikemukakan Ahmad Ali
bahwa realitas hukum di Indonesia memberlakukan: perundang-undangan (ciri
Eropa Kontinental), hukum adat (ciri customary law), hukum Islam dan
eksistensi Peradilan Agama di Indonesia (ciri Muslimin law system), hukum di
Indonesia dalam praktik mengikuti yurisprudensi (yang merupakan ciri
common law system). Menurut Ahmad Ali argumen inilah sehingga pakar
modern memasukkan Indonesia ke dalam mix legal system.32

Hakim seyogianya memiliki wawasan hukum yang memadai, menguasai
liku-liku permainan hukum positif, dan mempunyai sensitivitas terhadap rasa
keadilan masyarakat sebagaimana terdapat dalam pasal 5 Ayat 1 Undang-
undang tentang kekuasaan kehakiman (Undang-undang No. 48 Tahun 2009);
serta memiliki komitmen untuk mengoptimalkan peranan diri untuk segera
menjatuhkan putusan-putusan yang hidup dan bersifat terobosan, mempunyai
wawasan filosofis dan sosiologis yang baik. Salah satu penyebab semakin
terpuruknya hukum di Indonesia, karena masih adanya sebagian penegak
hukum sangat berpandangan dan berprilaku legalistik-positivistis, dan
memarginalkan realitas dan moralitas yang ada di masyarakatnya.3*Oleh karena
itu, sebagian pakar memandang bahwa pendekatan realis merupakan bagian
penting dari pendekatan sosiologis terhadap hukum.

Kekuasaan kehakiman antara lain mempunyai fungsi untuk membentuk

hukum. Sebagaimana terdapat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.

31Tjandra Sridjaya Pradjogo, Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi (Jakarta:
Indonesia Lawyers Club, 2010), h. ix.

2Achmad  Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan
(yudicialprudence) (Jakarta:Kencana, 2009), h. 499.

33 Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang
Hukum, h.195-196.
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48/2009 dinyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan
diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan mamahami nilai-nilai hukum yang
hidup di dalam masyarakat. Adanya ketentuan tersebut membuktikan bahwa
tugas hakim tidak saja terbatas pada mengadili berdasarkan hukum yang ada,
akan tetapi juga mencari dan menemukan hukum untuk kemudian dituangkan

di dalam keputusan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat.

Banyak sekali pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan
dalam berbagai kasus hukum. Putusan pengadilan menyangkut pencurian
sandal jepit, pencurian kakao, pencurian semangka yang nilainya sangat
rendah akan tetapi unsur-unsur delik telah terbukti, namun penghukuman yang
dijatuhkan oleh hakim mengundang kontroversi di tengah-tengah masyarakat.
Banyak dikalangan masyarakat intelektual menyatakan bahwa hukumannya
tidak adil dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Sementara
koruptor bahkan perampok kelas kakap, seperti Anggodo Widjojo dan Gayus
Tambunan bebas berkeliaran dan berpesiar ke luar negeri. Bertolak belakang
dengan Anggodo dan Gayus, yang begitu “kuat” dalam berhadapan dengan

aparat penegak hukum.

Kejadian-kejadian di atas, merupakan contoh kecil dari wajah hukum di
Indonesia, yang menimbulkan keprihatinan berbagai kalangan lapisan
masyarakat mengenai keadaan penegakan hukum di Indonesia saat ini, yang
dinilai tidak mencerminkan keadilan dan tidak berpihak pada masyarakat kecil.

Yang menjadi sorotan tajam dalam hal ini adalah aparat penegak hukum yaitu:
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polisi, jaksa, hakim dan advokat yang dipersalahkan sebagai para pihak yang

menyebabkan merosotnya kewibawaan hukum.3*

B. Teori Perubahan Sosial dan Hukum

Pemikiran hukum Islam (ijtihad) pada hakikatnya dilakukan oleh ulama
(mujtahid) sebagai respon terhadap perubahan sosial dan perubahan alam yang
terjadi, melalui separangkat metodologi dengan al-Qur’an dan al-sunnah
sebagai sumber nilai (postulat). Segala bentuk ketetapan hukum harus
senantiasa dapat dikembalikan kepada kedua sumber itu melalui penalaran
yang cerdas, terutama dalam masalah-masalah yang sama sekali baru, yang
secara tekstual tidak terdapat dalam kedua sumber tersebut. Jika tidak dapat
dikembalikan kepada kedua sumbernya tersebut maka produk pemikiran hukum
itu tidak memilki legitimasi.*®

Oleh karena itu yang menjadi sumber nilai (postulat) hukum Islam
dalam tantangan perubahan sosial, adalah ayat-ayat al-Qur’an yang
menyatakan bahwa Islam adalah agama yang telah disempurnakan dan
sekaligus sebagai agama yang diridai Allah swt. sebagaimana terdapat dalam
QS al-Ma>idah/5: 3.

RPN PEICIE SRSV N FSCIVT: PO ST 4 SRS P

Lo

Terjemahnya:

34 Ahmad Rivai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif (Cet. IlI;
Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 14.

Swww. uinsgd.ac.id/-multimedia/ document/20130718064312-makalah pdf (25 Desember
2016).
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“...Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah
ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridai Islam itu jadi
agama bagimu....”%

Demikian pula sabda Nabi yang menyatakan bahwa Nabi berpesan
untuk berpegang teguh pada al-Qur’an dan al-sunnah, agar tidak tersesat dalam
kehidupan.

&8 E& 05 06 Al adde G0 e 0 O O Gk 8T @l G s
(e o) 5) Ads Ay I ES Lagy 238505 L | shad 31 35l
Artinya:
“Aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara. Kamu tidak akan sesat
selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul-
Nya”.

Berikut ini, akan dikemukakan beberapa teori atau kaedah tentang

perubahan hukum Islam, di antaranya adalah:
1. Teori perubahan hukum Islam

Argumen teologis filosofis yang mendasari perlunya melakukan
perubahan hukum Islam, di antaranya: Pertama, hukum Islam menganut teori
perubahan demi terciptanya perbaikan dan kemajuan manusia dalam
mewujudkan kemaslahatan. Doktrin perubahan ini tampak dalam pesan al-
Qur’an ditegaskan dalam QS al- Ra’d/13: 11.

Lo Tohmd 55 a5t L 23 Y 4T )
pemiily,

Terjemahnya:

%6Kementerian Agama RI, Al- Qur’an Terjemah dan Tajwid, h. 107.

$"Ma>lik bin Anas, Al-Muwat}t}a Ma=>lik, dalam bab al-Nahyu an al-Qauli bi al-Qadri, Juz.5

[CD ROMM, Maktabah Syamilah], h. 371.
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“...Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga
mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri....”%

Kedua, landasan dalil dari al-sunnah tentang perubahan fatwa disebabkan
karena perubahan situasi dan kondisi di antaranya adalah hadis yang

dlrlwayatkan Bukha>r|> dari Salamah bin al-Akw-‘a:

)\3 es.pe ‘:A.a.a UA ej.u‘j 4\.45.(: ZU\ L.a u_mj‘ d\.ﬂ d\ﬁ &;SY\ u.t 4..d..u.n u.c

1_1 J JJU d.xs.d\ el.d\ ULS Ldﬁ ;G.u 4.1.0 4.1.1.1 Lg 453" K 4451_1 J:u u;.m.a.a

djd ul.& ‘JPJ\J \JA&L\} \jjs d\ﬁ u_,\.a\.aj\ ?L‘: \_13.7.3 \.AS d.as.a 4,\3\ dj.u‘)
39(&)\;.\5\ o\JJ) 1..@.13 ‘j.\.!.&.! u‘ A_MJLS AVEN u,u\..m..i u\.S e\.d‘

Artinya:

“Dari Salamah bi al-Akw‘a berkata: Rasulullah saw. bersabda:
“barangsiapa di antara kalian yang berqurban maka jangan sampai dia
menjumpai subuh hari ketiga sesudah hari raya sedangkan daginya masih
tersisa walaupun sedikit”. Ketika datang tahun berikutnya para sahabat
mengatakan, “wahai Rasulullah apakah kami harus melakukan
sebagaimana tahun lalu?”. Maka beliau menjawab: “adapun sekarang
makanlah sebagian, sebagian lagi berikan kepada orang lain dan sebagia
lagi simpanlah. Pada tahun lalu masyarakat mengalami kesulitan makanan
sehingga aku berkeinginan supaya kalian membantu mereka dalam hal
itu”. (HR Bukha>ri>).

Berdasarkan hadis tersebut dijelaskan tentang larangan menyimpan
daging kurban sampai tiga hari. Kemudian Rasul mengubah fatwanya tentang
kurban tahun berikutnya, bahwa boleh menyimpang daging. Rasulullah
melarang menyimpang daging kurban lebih dari tiga hari dalam kondisi
tertentu karena sebuah alasan, yaitu banyakya tamu yang datang ke kota

Madinah pada musim yang baik ini. Beliau memerintahkan untuk menjamu

38Kementerian Agama RI, Al- Qur’an Terjemah dan Tajwid, h. 250.

3MuhYammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, bab Ma> Y ukalu min
Luhu>mi al-Ad}a>hi> wa ma> Yatazawwaddu Minha>, juz. 17, [CD ROMM, Maktabah Syamilah],

h. 273.
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mereka sebagai penghormatan kepada para tamu dan mempererat tali
persaudaraan melalui daging kurban. Ketika kondisi berubah dan alasan diatas
sudah tidak ada lagi, maka hukum yang pernah Nabi fatwakan berubah lagi
karena mengikuti sebab. Ketika sebab hukum tidak ada, hukumpun menjadi
tidak ada. Dengan alasan inilah Nabi mengubah fatwanya. Menurut Yu>suf
al-Qard}a>wi>, ini adalah contoh konkret tentang perubahan fatwa
disebabkan oleh perubahan kondisi.*

Ketiga, epistemologi pemikiran hukum Islam tidak mempertentangkan
antara ketentuan normatif dalam teks suci dengan realitas sosial masyarakat.
Dalam hukum Islam, terdapat dialektika antara teks hukum dengan realitas
sosial yang diformulasi dalam istilah ijtihad. Idealitas hukum Islam dan realitas
sosial adalah dua variabel yang tidak terpisahkan dalam konsep ijtihad.

Keempat, Teori perubahan hukum sebagaimana kaidah hukum dibawah
ini.

&,./ - -

abla3Y1 55 HRAY) IR 8RN

-

Artinya: “Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum berubah karena perubahan

zaman”.

Kaidah ini menjadi pendorong sebagian ulama untuk menampilkan

hukum Islam yang dinamis dan kreatif serta respons terhadap segala perubahan

“Al-Ima>m Yu>suf al-Qard}a>wi>, Madkhal liDirasah al-Syari>’ah al-lslamiyah, h. 205-
206.

4°Abdul ‘Azi>z Muhammad ‘Aza>m, Al-Qawa>‘idu al-Fighiyyah, h. 198. Lihat juga

Muhammad al-Zarqa, Syarah Al-Qawa> ‘id al-Fighiyyah (Damaskus: Da>r al-Qalam, 1989), h.227.

19



sosial sehingga hukum Islam harus dapat menyelesaikan segala persoalan
kontemporer.

Ibnu Khaldun berkata, hal ihwal umat manusia, adat kebiasaan dan
peradabannya tidaklah pada suatu gerak dan khittah yang tetap, tetapi berubah
dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Sebagaimana
halnya kondisi manusia itu sendiri yang menyusuaikan dengan waktu dan
tempat maka keadaan itu terjadi pula pada dunia dan negara. Sungguh bahwa
sunnatullah berlaku pada hamba-hambanya.*Pandangan ini mengisyaratkan
bahwa perubahan sosial itu akan terus berlangsung tiada hentinya sesuai
dengan kemslahatan manusia.

2. Teori ‘Urf

Kata ‘urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan
diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan
‘Abdul Kari>m Zaidan, sebagaimana dikutip Satria Efendi, istilah ‘urf berarti:
sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi
kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau
perkataan. Istilah ‘urf dalam pegertian tersebut sama dengan pengertian istilah
al- ‘adah (tradisi-tradisi).*®

‘Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi
tradisi kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat.** Abdul

Wahha>b al-Khalla>f mendifinisikan bahwa ‘urf adalah sesuatu yang telah

“2lpnu Khaldun, al-Mugaddimah (al-Mis{r: al- Bahaiyah, T.t.), h. 24.
43Gatria Efendi, Ushul Figh (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014), h. 153.

4MuhYammad Abu> Zahrah, Us}u=>I al-Figih (al-Qa>hir: Da>r al-Fikri al-‘Arabi>. 1958), h.
254,
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sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau
perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi. *

Para ulama yang menyatakan bahwa ‘urf (tradisi) merupakan salah satu
sumber dalam istinba>t} hukum Islam, menetapkan bahwa ia bisa menjadi
dalil sekiranya tidak ditemukan nas} dari al-Qur’an maupun al-Hadis. Apabila
suatu ‘urf (tradisi) bertentangan dengan al-Qur’an dan al- Hadis, maka ‘urf
(tradisi) mereka tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya ‘urf fa>sid berarti
mengesampingkan nas}- nas} yang gat} ‘i >(pasti); mengikuti hawa nafsu dan
membatalkan syariat. Adapun ‘urf s}ah}i>h} maka tetap harus dipelihara
dalam istinba>t} hukum.*°

Oleh karena itu, ulama maz\hab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa
hukum yang ditetapkan berdsarkan ‘urf s}ah}i>h}  sama dengan yang

ditetapkan berdasarkan dalil syar‘i, sebagaimana kaedah figh dibawah ini:
clIE o sally il
47 il
Artinya:

“Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama dengan diktum
hukum yang ditetapkan berdasarkan nas}.”

4<Abdul Wahha>b Khalla>f, ‘llmu Usu>l al- Fighi, Terj. Noer Iskandar, Kaidah-kaidah
Hukum Islam (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133.

4Muh}Yammad Abu> Zahrah, Us}u=>I al-Figih, h. 255. Lihat juga ‘Abdul Wahha>b Khalla>f,
‘llmu Usu=>I al-Fighi, h. 134-135.

4’Kaidah diatas merupakan penjelasan dari kaidah (=il cpaillS Goalh Gpeil) kaidah ini
menjelaskan bahwa ‘urf dijadikan sebagai dasar hukum, manakala tidak didapatkan nas}. ‘Abdul
‘Azi>z Muh}ammad ‘Aza>m, Al-Qawa> ‘idu al-Fighiyyah (al-Qa>hirah: da>r al-Hadi>s\, 2005), h.
196.
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Hukum-hukum yang didasarkan atas ‘urf (tradisi) itu dapat berubah
menurut perubahan ‘urf pada suatu zaman dan perubahan asalnya. Karena itu
para fugaha berkata dalam contoh perselisihan ini: bahwa perselisihan itu
adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti.*®

Syariat Islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan

hukumnya sesuai ‘urf (adat) setempat, dalam qga ‘idah fighiyah disebutkan:

A

9 33 \adl

AECAT

g

Artinya: “adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum?”.

Kedua kaedah tersebut merupakan produk wacana intelektual yang
dijadikan patokan normatif dalam memahami dan menerapkan hukum Islam
dalam konteks masyarakat lokal.

3. Teori Perubahan Sosial Kaitannya dengan Perubahan Hukum.

Pitirim Sorokin dalam Soerjono Soekanto mengemukakan teori tentang

perkembangan hukum dan gejala-gejala sosial lainnya yang disesuaikan dengan

tahapan-tahapan tertentu yang dilalui oleh setiap masyarakat:

“Masyarakat berkembang sesuai dengan nilai-nilai tertentu yang sedang
menonjol di dalam masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai tersebut
adalah yang ideational (yaitu kebenaran absolut sebagaimana diwahyukan
oleh Tuhan yang Mahakuasa), sensata (yaitu nilai-nilai yang berdasarkan
pada pengalaman) dan yang idealistic (yang merupakan Kkategori
campuran). Hukum dan gejala-gejala sosial budaya lainya terbentuk sesui
dengan bentuk nilai-nilai yang sedang berlaku di dalam masyarakat”.%

48<Abdul Wahha>b Khalla>f, ‘llmu Usu=>I al-Fighi, h.137.

4Bahwa adat bisa dijadikan sebagai sumber hukum, manakala tidak didapatkan nas}.
‘Abdul ‘Azi>z Muh}ammad ‘Aza>m, Al-Qawa> ‘idu al-Fighiyyah,h. 172,

0Sperjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, h. 107.
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Berdasarkan teori Sorokin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap
sistem hukum tidak akan mungkin secara mutlak menutup dirinya terhadap
perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat.

Arnold M. Rose dalam Soerjono Soekanto mengemukakan tiga teori
umum perihal perubahan-perubahan sosial, yang kemudian dihubungkan
dengan hukum: 1) Kumulasi yang progresif daripada penemuan-penemuan di
bidang teknologi, 2) kontak atau komplik antara kebudayaan, dan 3) gerakan
sosial (social movement).® Menurut Ketiga teori tersebut, maka hukum lebih
merupakan akibat daripada faktor penyebab terjadinya perubahan-perubahn
sosial.

Tentang perubahan hukum yang dikaitkan dengan perubahan sosial,

Lawrence M. Friedman, seperti dikutip Abdul Manan, mempertanyakan bahwa:

“Apakah hukum mengakibatkan proses perubahan sosial, atau justeru
mengikuti proses perubahan sosial? Apakah hukum menjadi penggerak
yang mengakibatkan perubahan sosial? Ataukah perubahan sosial selalu
berasal dari masyarakat yang besar yang kemudian meluber ke sisten
hukum? Apakah sistem hukum merupakan sistem yang hanya
menyesuaikan diri dengan atau mengakomodasi perubahan besar yang
sedang terjadi di luar sistem hukum? Terhadap pertanyaan-pertanyaan ini,
Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang
mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara tuntas. Yang jelas
secara kenyataan bahwa hukum mengikuti perubahan sosial dan
menyesuaikan dengan perubahan itu”.>

Perubahan sosial dan kebudayaan dapat dibedakan ke dalam beberapa
bentuk, yaitu: perubahan lambat dan perubahan cepat, perubahan kecil dan
perubahan besar serta perubahan vyang dikehendaki/perubahan yang

direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki/perubahan yang tidak

®1Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, h. 109.
2Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum (Cet. I11; Jakarta: Kencana, 2006), h. 76.
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direncanakan.® Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan
kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor

eksternal:

1.Faktor dari dalam masyarakat (faktor internal):

a. Bertambah atau berkurangnya penduduk

b. Penemuan-penemuan baru yang dipicu oleh beberapa hal yaitu: 1) Adanya
kesadaran diri dari setiap individu atau kelompok akan kekurangan dalam
kebudayaannya. 2) Kualitas para ahli dalam suatu kebudayaan. Dunia
pendidikan telah mengantarkan pola-pola pemikiran manusia, sehingga
melalui dunia pendidikan manusia memliki wawasan teknologi yang akan
membawa perubahan disegala bidang kehidupan. 3) Perangsang bagi
aktivitas penciptaan dalam masyarakat.

c. Pertentangan (complict) masyarakat.

d. Terjadinya pemberontakan atau revolusi.
2.Faktor yang berasal dari luar masyarakat (faktor eksternal):

a. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada disekitar
manusia.

b. Peperangan dengan negara lain.

c. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain sebagai akibat dari pengaruh
globalisasi informasi. Televisi dengan tayangan-tayangannya yang berbau

Barat telah mengubah gaya hidup generasi muda perkotaan.>

3Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 268-274.

%4Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 275-282. Lihat Elly M. Setiadi & Usman
Kolip, Pengantar Sosiologi, h. 623-630.
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Faktor-faktor yang mendorong terjadi suatu proses perubahan di dalam

masyarakat adalah:

1.

oW »

Kontak dengan kebudayaan lain

System pendidikan formal yang maju.

Sikap menghargai hasil karya seseorang.

Toleransi  terhadap perbuatan-perbuatan yang  menyimpang
(deviation) yang bukan merupakan delik.

System terbuka lapisan masyarakat (open stratification).

Penduduk yang heterogen.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan
tertentu.

Orientasi ke masa depan.

Nilai bahwa manusia harus senantiasa beriktiar untuk memperbaiki

hidupnya. >

Pemikiran-pemikiran tersebut di atas merupakan kerangka teoritis yang

akan dijadikan panduan dalam penelitian ini, serta kaidah-kaidah us}>ul dalam

penetapan hukum.

5Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 283-288.
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BAB 11
IBNUL QAYYIM DAN TEORI PERUBAHAN HUKUM

A. Dinamika Sosial Dalam Kehidupan Ibnul Qayyim
1. Biografi Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah adalah Abu> ‘Abdillah Syamsuddi>n
Muh{ammad bin Abi> Bakar bin Ayyu>b bin Sa‘ad bin Huraiz bin Makki>
Zaenuddi>n al-Zur‘i> al-Dimasqi al-Hanbali>, lebih dikenal dengan nama Ibnu al-
Qayyim al-Jauziyyah' disebabkan karena ayahanda beliau Iman Syekh Abu> Bakar
bin Ayyu>b al- Zur‘i> beberapa lama menjabat sebagai seorang kepala sekolah di
madrasah Jauziyyah di Damaskus. Maka ayahandanya dikenal dengan sebutan
“Qayyim al-Jauziyyah” (kepala madrasah al-Jauziyyah). Anak-anak dan keturunanya
pun dikenal dengan sebutan tersebut, maka salah seorang dari mereka dipanggil
dengan sebutan “Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah”.?

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dilahirkan di Damaskus pada tanggal 7 Safar 691
H? bertepatan dengan 29 januari 1292. Wafat pada malam kamis 13 Rajab ketika
dikumendangkan az|an Isya tahun 751 H bertepatan dengan tanggal 26 September

YIbnu al-Qayyim al-Jauziyyah, Al-Turug al-H}ukmiyyah Fi> al-Siya>sati al-Syardiyyah (al-
Qa>hirah: Maktabah al-Taufi>qgiyyah, t. th), h.5. lihat Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, al-FawUid, terj.
Munirul Abidin, Al-Faw-id; Menuju Pribadi Takwa (Cet. 1I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. xv.

2Sayid Jama>l bin Muh}ammad, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah JuhTduhu fi> Khidmati al-
Sunnah al-Nabawiyah wa éUlumiha>, jilid. 1 (Cet. 1; Madinah al-Munawwarah: Imadat al-Bahts al-
‘Ilmi bi al- Jama‘ah al-Isla>miyah 1424), h. 81. Lihat Ibnu al-Qayyim, Al-Turuqu al- H}ukmiyyah &,
h. 5.

%1bnu al-Qayyim al-Jauziyyah, Al- Turuqu al-H>ukmiyyah &, h. 5.
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